
GliBERIMUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

PEN3ABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

bang bahwa sebagal pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentan(

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawes

Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah;



1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan

Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun i960 Nomor 151 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) diubah dengan Undang-Undang Nomoi

12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomos

3569);.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) diubah dengar

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bei

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 IMomor 130, Tambahai

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988)

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi da;

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republi

Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negat



Ill

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor
4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Prctokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Prctokoler Dan
Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomgr 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); -



IV

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4576) diubah dengan

Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia N.omor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2010 Nomor

110, Tam.bahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor

4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor ,79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun

2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5219);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5272);



23. Peraturan Menteri Dalam Negen fslomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengefolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri fMomor 13 Tahun 2006 tentang Pedom.an Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Daiam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

25. Peraturan Daerah Provmsi Sulawesi Utara Nomor 8Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

PENMBARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

P a saI 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semii^ bert
sejumlah Rp. 77.300.855,647,00 sehingga menjadi Rp. 2.983.465.695.444,Op, 4'

1. PENDAPATAN

a. Semula Rp,

b. Bertambah/(berkurang) .Rp.

jfumlah Pendapatan seteiah Perubahan Rp.

3.001.754.654.000

(93.872.900.508,

2.907.881.753.492,1

®|Rp 3.060.766.551.091,00 berkurang
sebagai berikut:



VI

2. BELAPIJA

Rp 3.060.766.551.091,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. (77.300.855.647,00)
JumJah Belanja Setelah Perubahan Rp. 2.983.465.695.444,00

Sut plus/(Defisjt) setelah Perubahan
Rp. (75.583.941.952,00)

3. PEMBIAYAA^i DAERAH

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. Semula p-p 84.011.897.091,00
2. Bertambah/Xberkurang) Rp. 16.572.044.861,00

JymSah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 100.583.941.952,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1. Semula . Rp 25.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp.

0,00JumSah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 25.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 75.583.941.952,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. qqq

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



VII

P a s a 8 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tangga! ditetapkan.
Agdr scLiap oro.ng mengetdhuinyd, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di M a n a d o

PadaJaag€bal 26 oktober 2016

fiLAWESI UTARA,N

DONDOKAMBEY


